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Abstract : Every child born into the world attaches to Human Rights. The state 
itself guarantees these rights, including children’s rights. Human rights to 
children are characterized by the guarantee of protection and fulfillment of 
children’s rights by the state. Maintenance of legal children is mandatory, 
because children who still need this care will get danger if they don’t get 
maintenance and care. In UU No. 35/2014 concerning Child Protection, in the 
Islamic view how Islamic provisions view it as a product of state law that doesn’t 
conflict with Shari’ah. The researcher was very interested in conducting this 
research to find out the effectiveness of the child protection law in relation to 
legal protection for children victims of violence perpetrated by parents. In this 
study it was found that, protection of children in the community in Sibolga 
Regency was in accordance with Maqashid Syariah such as: protection of 
religion, parents gave the right of religious education to their children; protection 
of the soul, parents are very concerned about their children, protection of reason, 
parents keep their minds by giving education to their children as intellectuality 
can develop; protection against nasab and protection of property, parents provide 
a living for their children and parents are able to control their children’s 
activities. 
 
Keywords: UU Nomor 35 Tahun 2014, maqasid syariah, community of Sibolga 
Regency 
 
Abstrak: Setiap anak yang lahir di dunia melekat pada Hak Asasi Manusia. 
Negara sendiri menjamin hak-hak ini, termasuk hak anak-anak. Hak asasi manusia 
untuk anak-anak ditandai dengan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak 
anak oleh negara. Pemeliharaan anak-anak yang sah adalah wajib, karena anak-
anak yang masih membutuhkan perawatan ini akan mendapat bahaya jika mereka 
tidak mendapatkan perawatan dan perawatan. Dalam UU No. 35/2014 tentang 
Perlindungan Anak, dalam pandangan Islam bagaimana ketentuan Islam 
melihatnya sebagai produk hukum negara yang tidak bertentangan dengan 
Syariah. Peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian ini untuk mengetahui 
efektivitas undang-undang perlindungan anak dalam kaitannya dengan 
perlindungan hukum untuk anak-anak korban kekerasan yang dilakukan oleh 
orang tua. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa, perlindungan anak-anak di 
masyarakat di Kabupaten Sibolga sesuai dengan Maqashid Syariah seperti: 
   2 
Elvira Ginting dan M. Syukri Albani Nasution: 
UU Nomor 35 tentang Perlindungang Anak Ditinjau dari Maqashid 
 
DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum  
Volume 17 Nomor 1 Juli 2019  
perlindungan agama, orang tua memberikan hak pendidikan agama kepada anak-
anak mereka; perlindungan jiwa, orang tua sangat memperhatikan anak-anak 
mereka, perlindungan nalar, orang tua menjaga pikiran mereka dengan 
memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka sebagaimana intelektualitas 
dapat berkembang; perlindungan terhadap nasab dan perlindungan properti, orang 
tua menyediakan mata pencaharian bagi anak-anak mereka dan orang tua dapat 
mengendalikan kegiatan anak-anak mereka. 
 
Kata Kunci: UU Nomor 35 Tahun 2014, maqasid syariah, kabupaten sibolga 
 
I. PENDAHULUAN 
UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak akhirnya diubah 
dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak, yang mempertegas tentang perlunya 
pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak 
terutama kepada kejahatan seksual yang bertujuan untuk memberikan efek jera, 
serta mendorong adanya langkah konkrit untuk memulihkan kembali fisik, psikis 
dan sosial anak.1 
Lahirnya UU Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan UU Nomor 
35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
perlindungan anak merupakan suatu rangkaian upaya yang dilakukan Negara 
demi mewujudkan terpenuhinya kesejahteraan anak dimaksud. Saat ini kejahatan 
seksual terhadap anak semakin meningkat, sehingga perlu dilakukan peningkatan 
perlindungan terhadap anak oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 
Pembahasan RUU tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 
tentang perlindungan anak bertitik tolak dari kompleksitas permasalahan dalam 
penyelenggaraan perlindungan anak, sedangkan UU yang ada belum mampu 
menjadi rujukan hukum untuk menyelasaikan kompleksitas permasalahan 
tersebut. Oleh karena itu,  untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak, 
beberapa ketentuan dalam UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 
perlu dilakukan perubahan untuk penyesuaian. 
Pokok-pokok perubahan latar belakang UU Nomor 23 tahun 2002 tentang 
perlindungan anak, yaitu: Pertama, perubahan ini dilakukan untuk menjawab 
berbagai persoalan yuridis, agar mampu mengatasi masalah kompleksitas dalam 
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penyelenggaraan perlindungan anak meliputi konsep dan  subtansi  materi 
peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak serta mekanisme teknis 
perlindungan, sehingga mampu membangun sistem perlindungan anak secara 
komprehensif seiring dengan kebutuhan dan perubahan masyarakat. Kedua, 
perlunya perubahan paradigma perlindungan anak dari sentralistik menjadi 
desentralisasi dan otonimi daerah. UU perlindungan anak ini belum responsif 
terhadap revisi UU Otonomi Daerah, akibatnya UU Nomor 23 Tahun 2002 
tentang perlindungan anak masih belum dapat memberikan perlindungan hukum 
kepada hak-hak anak terutama kerena pemerintah daerah tidak semuanya 
memberikan perhatian yang serius dan tidak semuanya memiliki political will 
terhadap perlindungan hak-hak anak serta belum menjadi skala prioritas dalam 
pembangunan daerah baik dari segi dana perlindungan dari APBD maupun dari 
segi sumberdaya manusia yang memahami tentang hak-hak anak, prinsip-prinsip 
perlindungan anak dan juga belum dibentuknya lembaga yang khusus menangani 
perlindungan anak. Ketiga, UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 
sudah tidak mampu mengakomodir kebutuhan dalam berbagai bidang kehidupan 
serta mengakomodir kompleksitas, keruwetan, serta intensitas,  dan  akselerasi  
kuantitas  berbagai  permasalahan  anak  yang terjadi saat ini, antara lain: anak 
jalanan, anak kurang gizi, anak putus sekolah, eskploitasi seks komersial 
terhadap anak melalui prostitusi, perdagangan anak (trafficking), pornografi, seks 
bebas, anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropik, NAPZA, 
anak berprilaku sosial menyimpang serta kecendrungan meningkatnya kekerasan 
dan kejahatan fisik, psikis, menyimpang serta kecendrungan meningkatnya 
kekerasan dan kejahatan fisik, psikis, dan seksual terhadap anak baik yang 
terorganisir ataupun tidak terorganisir, baik secara kualitas maupun kuantitas, 
bahkan saat ini Indonesia berada pada posisi darurat kekerasan pada anak 
termasuk yang berkaitan pada kasus pedofilia di Indonesia ternyata tertinggi se-
Asia. Keempat, beberapa ketentuan perundangan yang secara normatif beririsan 
dengan beberapa UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dinilai 
oeh sebagian masyarakat menimbulkan multitafsir, ambigu, tumpang tindih, 
masih parsial serta seringkali melahirkan komplikasi dalam implementasi. Kelima, 
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keempat alasan tersebut menjadi urgensi pentingnya perbaikan ketentuan dalam 
UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam bentuk perubahan 
sehingga nantinya lebih mampu menjawab berbagai kompleksitas masalah dalam 
penyelenggraan perlindungan anak, juga untuk melengkapi berbagai kekurangan 
yang ada dalam UU Nomor 23 Tahun 2002.2 
Perubahan  pasal  lebih  dari  50%  dalam UU  Nomor 23 tahun 2002 
tentang perlindungan anak. Perubahan pasal meliputi ketentuan yang mengatur 
pelaksanaan, pengorganisasian serta pengawasan penyelenggaraan  perlindungan  
anak,  yang  terinci di dalam : ketentuan  umum  hak  anak,  kewajiban  dan  
tanggungjawab,  kedudukan anak, kuasa asuh, perwalian, pengasuhan dan 
pengangkatan, perlindungan, kelembagaan, pendanaan, peran serta masyarakat, 
larangan serta ketentuan pidana.3 
 
II. PEMBAHASAN 
Hukum Islam sudah mempunyai tujuan dalam menjaga hak-hak seorang 
manusia termasuk didalamnya hak-hak anak yang termuat dalam Maqashid al-
syariah. Ibn Taimiyyah menetapkan dhaririyah menjadi hukum Islam pertama 
yang memperluas gagasan maqashid syari’ah menjadi lima aspek pokok. 
a. Pemeliharaan atas hak beragama (hifzul dien) 
b. Pemeliharaan atas jiwa (hifzun nafs) 
c. Pemeliharaan atas akal (hifzul aql) 
d. Pemeliharaan atas harta ( hifzul mal) 
e. Pemeliharaan atas keturunan/nasab (hifzul nasl) dan kehormatan (hifzul 
‘ird)4 
Hak yang paling penting bagi manusia adalah hak untuk hidup yang mana termuat 
dalam maqasid al-sayari’ah yakni pemeliharaan atas jiwa, itulah mengapa 
sebabnya tidak boleh membunuh orang lain, dalam QS. Al-An’am ayat  151, 
Allah SWT menyebutkan : 
                              
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                                
                      
                   
Terjemahnya:  
 Katakanlah: “Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh 
Tuhanmu Yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, 
berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu 
membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi 
rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati 
perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang 
tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah 
(membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.5 demikian itu 
yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya). 
Dalam QS: Al-Isra’: 31 ayat 151, Allah SWT berfirman : 
                          
          
Terjemahnya: 
dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. 
kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. 
Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. 
Dari kedua ayat di atas bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tanpa 
terkecuali anak hasil perkawinan tidak sah, perkawinan difasakh atau lainnya.6 
Allah menyertai lahirnya seorang makhluk itu dengan memberikan rezekinya 
yang berarti Allah tidak melepaskan perhatian kepada siapapun walaupun 
makhluk yang melata.7 
Menurut penulis bertanggung jawab dalam arti berfikir, berusaha, bekerja 
dan tolong menolong, sehingga apabila ada seorang muslim yang kelaparan maka 
didalam hukum Islam maka dalam hal ini menjadi tanggung jawabn seluruh 
masyarakat, oleh karena itu banyaknya fenomena yang terjadi ditengah 
masyarakat kita sekarang ini, orang tua yang menganiaya bahkan membunuh anak 
kandungnya sendiri dikarenakan masalah ekonomi yang rendah, pendapat yang 
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tidak seimbang dengan pengeluaran dalam rumah tangga. Dan ini menjadi 
masalah ditengah masyarakat, yang menjadi salah satu faktor penyebabnya ialah 
kurangnya sosialisasi tentang UU perlindungan anak ditengah masyarakat dan 
juga sifat acuh masyarakat yang melihat tindak kekerasan yang terjadi di 
lingkungan sekitarnya. 
Perlindungan anak menurut UU Nomor 35 tahun 2014 pasal 1 ayat (2) 
ialah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar 
dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 
dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 
kekerasan dan diskriminasi. kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan 
keluarga, pada pasal 26 ayat (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab 
untuk: 
a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak 
b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 
minatnya 
c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan 
d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada 
anak. 
Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya 
perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak serta 
berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak dan 
keselamatan hidup seorang anak. 
Penulis berpandangan bahwa seorang anak dibawah umur yang dipaksa 
untuk menikah dini oleh orang tuanya tanpa persetujuan sang anak maka itu 
merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi anak serta tidak ada upaya 
perlindungan untuk kebebasan memilih bagi anak, karena pada usia yang dini 
tersebut anak mempunyai hak untuk bermain dengan teman-teman sebayanya 
serta hak untuk mendapatkan pendidikan. 
Anak ialah sewajarnya seorang anak, bukan seorang yang sudah dewasa 
tapi berbadan kecil, yang mana menurut hukum alam usia anak ialah usia untuk 
bermain bersama teman-teman sebayanya yang penting orang tua agar lebih 
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memperhatikan anak-anaknya kepermainan yang positif. 
Rasullah SAW telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini 
diriwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin sembahyang berjamaah. Waktu itu 
datanglah Hasan dan Husain, cucu-cucu beliau. Sewaktu itu Nabi sedang sujud, 
keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai 
kedua cucu tersebut turun dari punggung beliau. Setelah selesai sembahyang para 
sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi 
menjawab: “Kedua cucu saya naik kepunggung saya dan saya tidak tega 
menyuruh mereka  turun”.8 
Menurut penulis anak yang tidak berpendidikan atau anak yang putus 
sekolah akan lebih mudah mengalami eksploitasi maupun diskrminasi, jadi 
pendidikan sangat dianjurkan bahkan sudah menjadi hak anak untuk 
mendapatkannya, baik dari orang tua, pemerintah maupun negara. 
Islam sangat menganjurkan untuk seorang anak mendapatkan pendidikan 
yang baik, Umar bin Khattab, kholifah kedua dalam rangkaian al-
Khulafarrassyidin, pernah mengatakan: “Termasuk hak anak yang menjadi 
kewajiban orangtua, adalah mengajarnya menulis, memanah, dan tidak 
memberinya rizki kecuali yang halal lagi baik.”9 
Allah menyuruh untuk orang tua untuk menjaga dan melindungi anak-
anaknya mereka dari api neraka, Allah berfirman dalam QS. At-Tahrim ayat 6 
berbunyi : 
                            
                           
Terjemahnya: 
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api 
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 
diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang 
diperintahkan. 
Ayat diatas memerintahkan agar menjaga anak-anaknya dari siksa api 
neraka, ini juga berarti mewajibkan untuk orang tua untuk melakukan pengajaran 
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dan pendidikan terhadap anak – anaknya dengan sebaik-baiknya. Memberikan 
pendidikan sangat dianjurkan bahkan diwajibkan untuk orang tua, bahkan 
pemerintah sekalipun. 
Perintah Allah SWT dalam QS At-Tahrim ini, telah dipertegas lagi oleh 
sabda Rasullah SAW, “Muliakanlah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan 
mereka”. (HR. Ibnu Majah). Berdasarkan hadits ini, pengajaran dan pendidikan 
merupakan hak- hak atas anak, karena hakekatnya pendidikan yakni hak anak 
yang menjadi kewajibannya orang tuanya, pemerintah serta negara. Isyarat 
perlindungan anak yang dikehendaki Allah SWT tertuang dalam QS. Al-Maidah 
ayat 8 sebagai berikut: 
                        
                           
          
Terjemahnya:  
Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu 
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan 
janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu 
untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 
takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 
apa yang kamu kerjakan. 
Ayat diatas turun berawal dari peristiwa menimpa Nu’man bin Basyir. 
Pada suatu ketika Nu’man bin Basyir mendapat sesuatu pemberian dari ayahnya, 
kemudian Umi Urata binti Rawhah berkata “aku tidak akan ridha sampai 
peristiwa ini disaksikan oleh Rasullah.” 
Persoalan itu kemudian dibawa kehadapan Rasullah SAW, Untuk 
disaksikan oleh Rasullah. Rasul kemudian berkata “apakah semua anakmu 
mendapat pemberian yang sama?’ jawab ayah Nu’man “tidak”. Rasul berkata lagi 
“takutlah engkau kepada Allah dan berbuat adillah engkau kepada anak-anakmu”. 
Sebagian perawi menyebutkan, “sesungguhnya aku tidak mau menjadi saksi 
dalam kecurangan.” Mendengar jawaban itu lantas ayah Nu’man pergi dan 
membatalkan pemberian kepada Nu’man. (HR. Bukhari Muslim) 
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Esensi dari ayat diatas adalah semangat menegakkan keadilan dan 
perlindungan terhadap anak. Islam memiliki standar yang mutlak dengan 
penggabungan norma dasar ilahi dengan prinsip dasar insani.10 
Dalam Pasal 59 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 
diatur perihal kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah dan 
lembaga negara lainnya, untuk memberikan perlindungan khusus kepada, anak 
yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak menjadi korban 
pornografi serta anak korban kejahatan seksual. Hukum Islam sudah mempunyai 
tujuan dalam menjaga hak-hak seorang manusia termasuk didalamnya hak-hak 
anak yang termuat dalam maqashid al-syariah. Dalam pemeliharaan atas agama, 
jiwa, akal, keturunan serta kehormatan, maka dalam Islam perlu adanya 
pendidikan seks pada anak. Menurut Dr. Abdullah Nashih Ulwan, pendidikan 
seks adalah upaya pengajaran, penyadaran, dan penerangan tentang masalah- 
masalah seksual yang diberikan kepada anak sejak ia mengerti masalah-masalah 
yang berkenaan dengan dengan seks, naluri dan perkawinan. 
Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga 
mengatur seluruh aspek kehidupan, baik politik, hukum, sosial maupun budaya, di 
antara beberapa aspek yang telah ditetapkan oleh Allah, dalam kaitannya dengan 
sesama manusia adalah tentang pemeliharaan anak (hadanah). Anak-anak adalah 
kelompok yang rentan membutuhkan perlindungan khusus, dalam Islam 
disebutkan, bahwa anak adalah warisan berharga dan amanah atau titipan yang 
telah Allah anugerahkan kepada orang tua sebagaimana firman Allah dalam QS. 
As-Syura ayat 49 sebagai berikut : 
                            
                          
Terjemahnya:  
Fir’aun berkata: “Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku 
memberi izin kepadamu? Sesungguhnya Dia benar-benar pemimpinmu yang 
mengajarkan sihir kepadamu Maka kamu nanti pasti benar-benar akan 
mengetahui (akibat perbuatanmu); Sesungguhnya aku akan memotong 
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tanganmu dan kakimu dengan bersilangan11 dan aku akan menyalibmu 
semuanya”. 
Pemahaman ayat di atas, bahwa anak adalah amanah, seharusnya 
melahirkan sikap dan rasa tanggung jawab yang sungguh-sungguh pada diri setiap 
orang tua. Anak merupakan aset terbesar yang akan  menentukan kualitas generasi 
di masa  yang akan datang, kualitas anak ditentukan oleh bimbingan kedua orang 
tua terhadap anak, keberadaan ibu dan ayah dalam keluarga merupakan dua sosok 
utama yang menjadi sentral bagi anak, karena anak pertama kali belajar, untuk 
mengidentifikasi serta menyesuaikan diri dengan lingkungan dari setiap sikap dan 
tingkah laku orang tua, karena pertimbangan itulah, Islam sangat menekankan 
pentingnya pemeliharaan dan perlindungan anak. 
Pemahaman masyarakat di Kabupaten Sibolga tentang UU Perlindungan 
Anak bisa dikatakan mapan, hal ini terindikasi dari hasil penelitian yang telah 
penulis lakukan di daerah Kabupaten Sibolga yang mana dari seluruh sekolah 
yang penulis datangi seluruhnya menyatakan tidak pernah mendapatkan kekerasan 
fisik maupun mental yang dilakukan oleh orangtua, guru ataupun pihak-pihak lain 
yang berpotensi melakukan kekerasan terhadap anak. Hal ini membuktikan bahwa 
UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak sudah berjalan dengan 
efektif untuk melindungi anak-anak khususnya di daerah Kabupaten Sibolga dari 
tindak kekerasan terhadap anak. Memkipun ada temuan lain yang penulis 
dapatkan dalam hasil penelitian yang dilaksanakan, yaitu efek dari UU 
Perlindungan Anak yang telah berlaku, diantaranya yaitu : 
1. Kebanyakan anak menjadi susah diatur  
Dengan ketatnya peraturan tentang Perlindungan Anak maka para orang tua 
enggan melakukan hukuman fisik ringan kepada anak seperti mencubit, 
menjewer, dan jenis-jenis hukuman ringan lainya, yang notabene secara adat 
adalah hukuman tersebut adalah hukuman yang memiliki efek jera kepada 
anak agar tidak sudah diatur dan tidak melawan kepada orangtuanya. 
2. Kurangnya kedisiplinan anak–anak di sekolah  
UU Perlindungan Anak yang begitu ketat membuat pihak sekolah khususnya 
guru takut untuk memberikan hukuman kepada siswa yang nakal di sekolah. 
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Tidak sedikit orangtua yang mengeluh kepada pihak sekolah karena guru 
mengkum anaknya, bahkan sampai kepada pihak kepolisian. Hal ini 
menyebabkan kedisiplinan siswa menjadi berkurang karena siswa menjadi 
tidak bisa diatur dan guru menjadi acuh dengan kenakalan siswa karena 
keterbatasan dalam memdidik siswanya. 
3. Anak-anak semakin sedikit berhasil dalam masa belajarnya 
Setelah di sahkan UU Nomor 35 Tahun 2014, kebanyakan  siswa tidak serius 
dan tidak hormat kepada gurunya, sehingga anak-anak sangat sedikit banyak 
yang berhasil dari bangku sekolahnya, disebabkan guru sekolah ataupun guru 
madarasah kurang berani untuk bertindak keras terhadap muridnya yang suka 
main-main dalam waktu belajar tersebut. Maka inilah salah satu dampak 
setelah di sahkan UU perlindungan anak tersebut. 
 
III. PENUTUP 
Berdasarkan paparan hasil penelitian di atas maka penulis dapat 
menyimpulkan bahwa UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak di 
Kabupaten Sibolga sangat efektif dan berjalan dengan baik di dalam kalangan 
masyarakat dibuktikan dengan tidak ada lagi tindak kekerasan orang tua terhadap 
anak. Kaitannya dengan perlindungan anak pada masyarakat Kabupaten Sibolga 
sudah sesuai dengan Maqashid Syariah yang selalu melindungi hak kepada anak. 
Perlindungan terhadap agama, para orang tua memberikan hak pendidikan agama 
terhadap anaknya. Perlindungan terhadap jiwa, para orang tua di Sibolga mereka 
sangat peduli terhadap anaknya, sehingga mereka selalu mengkontrol kegiatan 
anak mereka. Perlindungan terhadap akal, menjaga akal ini para orang tua 
memberikan pendidikan terhadap anaknya suapaya intlektualnya itu bisa 
berkembang. Perlindungan terhadap nasab/genetik dan perlindungan terhadap 
harta, dalam perlindungan ini orang tua wajib memberikan nafkah terhadap 
anaknya dan orang tua juga wajib untuk mengontrol kegiatan anaknya supaya 
anaknya tidak salah gunakan harta yang di kasih oleh orang tuanya. 
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